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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI BANTUAN LANGSUNG

MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK GULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan

Revitalisasi Industri Gula melalui bantuan langsung

mesin dan/atau peralatan pabrik gula, perlu dilakukan

penyertaan modal pemerintah dalam bentuk mesin

dan/atau peralatan pabrik gula;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perindustrian tentang Program Revitalisasi

Industri Gula Melalui Bantuan Langsung Mesin

dan/atau Peralatan Pabrik Gula;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang

Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara

pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4555);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2015;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
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11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P

Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-

IND/PER/12/2012 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Mesin dan/atau Peralatan;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-

IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI

BANTUAN LANGSUNG MESIN DAN/ATAU PERALATAN

PABRIK GULA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan langsung mesin dan/atau peralatan pabrik gula

adalah bantuan dalam bentuk mesin dan/atau peralatan

pabrik gula dalam rangka meningkatkan kinerja pabrik

gula.

2. Pabrik Gula adalah pabrik yang melakukan proses

pengolahan tebu menjadi gula kristal mentah, gula kristal

putih, dan/atau gula kristal rafinasi.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang selanjutnya

disingkat PMPP adalah pengalihan kepemilikan Barang

Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham

negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya

yang dimiliki Negara/Daerah.

4. Mesin dan/atau peralatan pabrik gula adalah mesin

dan/atau peralatan pabrik gula yang merupakan satu
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kesatuan yang digunakan untuk proses produksi di

Pabrik Gula.

5. Mesin adalah serangkaian peralatan yang tergabung

dalam suatu unit dan mempunyai fungsi untuk proses

produksi dan/atau penunjang proses produksi.

6. Peralatan adalah suatu unit yang mempunyai fungsi

untuk proses produksi atau penunjang proses produksi.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Perindustrian.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri

Agro.

Pasal 2

(1) Menteri bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan

program revitalisasi industri gula melalui bantuan

langsung mesin dan/atau peralatan pabrik gula.

(2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui PMPP dalam bentuk mesin dan/atau

peralatan pabrik gula.

Pasal 3

(1) Bantuan langsung mesin dan/atau peralatan pabrik gula

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk

meningkatkan kinerja pabrik gula.

(2) Peningkatan kinerja pabrik gula sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui peremajaan dan/atau

penggantian sebagian atau seluruh mesin dan/atau

peralatan pabrik gula utama dan penunjang.

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan langsung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 merupakan PMPP.

(2) PMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada Pabrik Gula yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN).
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Pasal 5

(1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

diberikan kepada industri gula yang memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. mesin dan/atau peralatan menggunakan teknologi

yang maju dan kondisi baru (bukan bekas); dan

b. jenis mesin dan/atau peralatan terkait dengan proses

produksi dan peralatan penunjang.

(2) Bantuan langsung mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh perusahaan

BUMN pemilik industri gula kepada Direktur Jenderal.

(3) Jenis mesin dan/atau peralatan pabrik gula sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan industri gula sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Teknis.

Pasal 6

(1) Industri gula yang telah mendapatkan Bantuan langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib:

a. memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan mesin

dan/atau peralatan pabrik gula secara optimal dalam

proses produksi;

b. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6

(enam) bulan kepada Direktur Jenderal atas

pelaksanaan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan

pabrik gula dalam kegiatan produksi gula; dan

c. dilarang memperjualbelikan dan/atau

memindahtangankan mesin dan/atau peralatan

pabrik gula yang merupakan bantuan langsung

dimaksud selama masih dalam proses penetapan

PMPP.

(2) Pemindahtanganan mesin dan/atau peralatan pabrik

gula yang berasal dari bantuan langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah

penetapan PMPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:

a. kementerian/lembaga terkait; dan

b. tenaga ahli/pakar/praktisi di bidang industri gula.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melakukan penelitian, penilaian atas

permohonan bantuan langsung yang diajukan oleh BUMN

dan monitoring serta evaluasi mengenai kemajuan

pelaksanaan bantuan langsung mesin dan/atau

peralatan pabrik gula.

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal menetapkan penerima bantuan

langsung dalam bentuk mesin dan/atau peralatan

Pabrik Gula dalam rangka PMPP, setelah

mempertimbangkan usulan hasil penelitian dan

penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal

7 ayat (3).

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit mencakup:

a. pabrik gula penerima bantuan langsung mesin

dan/atau peralatan;

b. jenis dan jumlah mesin dan/atau peralatan pabrik

gula; dan

c. prakiraan nilai mesin dan/atau peralatan pabrik gula

dalam rupiah.

Pasal 9

Dalam hal Pabrik Gula calon penerima mesin dan/atau

peralatan pabrik gula melalui PMPP telah ditunjuk oleh

Kuasa Pemegang Saham/Pemegang Saham, proposal BUMN

selaku pemohon hanya dilakukan verifikasi.
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Pasal 10

(1) Pengadaan mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro

Kementerian Perindustrian.

(2) Pengadaan mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh DIPA

Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian

Perindustrian Tahun Anggaran 2016 dan tahun –tahun

selanjutnya dengan ketentuan anggarannya

mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

(3) Pengadaan mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan setelah penetapan status Barang Milik Negara (BMN)

oleh Kementerian Keuangan, harus mengajukan usulan

PMPP dalam bentuk mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula

kepada Menteri Keuangan.

Pasal 12

Pabrik Gula penerima PMPP yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan

sanksi tidak dapat mengikuti program revitalisasi industri

gula selanjutnya.

Pasal 13

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

86/M-IND/PER-/10/2011 tentang Bantuan Lansung Mesin

dan/atau Peralatan dalam Rangka Revitasilisasi Industri

Gula berlaku bagi Pabrik Gula penerima bantuan langsung

mesin dan/atau peralatan industri gula yang telah diberikan

berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-

IND/PER-/10/2011.
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Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/10/2011

tentang Bantuan Langsung Mesin dan/atau Peralatan dalam

Rangka Revitalisasi Industri Gula dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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